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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tebing
Tinggi berdasarkan konsep Joined-Up Government (JUG) dari Ling (2002), yang menekankan pentingnya
integrasi lintas sektor dan level pemerintahan dalam pelayanan publik yang kolaboratif dan responsif.
Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif, melalui teknik wawancara
mendalam terhadap pengelola MPP, petugas gerai, pengguna layanan, akademisi, serta lembaga terkait
seperti Kementerian PAN-RB dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat dimensi
utama JUG, MPP Kota Tebing Tinggi baru mencerminkan sebagian aspek secaraterbatas. Pada dimensi
New Ways of Working Across Organisations dan New Types of Organisations, kelembagaan lintas sektor
dan integrasi sistem belum terbentuk secara memadai. Dimensi New Accountabilities and Incentives belum
sepenuhnya mendorong kolaborasi nyata antar instansi. Sementaraitu, dimensi New Ways of Delivering
Services sudah terlihat secara fisik melalui model one-stop shop, hamun belum didukung oleh integrasi
proses pelayanan. Penyelenggaraan M PP sgjauh ini masih menonjol secara administratif, namun belum
mencerminkan pemerintahan terpadu secara substansial. Reformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi
lintas sektor diperlukan agar M PP dapat berkembang menjadi model pelayanan publik yang terintegrasi dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat

...... This study aims to analyze the implementation of the Public Service Mall (MPP) in Tebing Tinggi City
based on the Joined-Up Government (JUG) concept by Ling (2002), which emphasi zes the importance of
cross-sector and multi-level integration in delivering collaborative and responsive public services. The
research adopts a post-positivist approach with a qualitative case study method, collecting data through in-
depth interviews with MPP managers, service desk officers, service users, academics, and related
institutions such as the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and the Ombudsman. The
findings reveal that among the four main dimensions of JUG, the implementation of MPP in Tebing Tinggi
only partially reflects the intended principles. The dimensions of New Ways of Working Across
Organisations and New Types of Organisations show the absence of strong cross-sectoral institutions and
integrated systems. The New Accountabilities and Incentives dimension has not yet fully encouraged
meaningful inter-agency collaboration. While the New Ways of Delivering Services dimension isvisible
physically through the one-stop shop model, service delivery processes remain fragmented. Overall, MPP
implementation is still dominated by administrative and structural aspects, rather than substantive
integration. Institutional reform and stronger inter-agency coordination are required for MPP to function as a
fully integrated and citizen-oriented public service model.
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